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l Melakukan penelitian mengenai berbagai 
isu terkait kemiskinan guna memperbaiki 
kebijakan publik dan swasta, serta 
pelaksanaannya.

l Melakukan penjangkauan efektif kepada 
Pemerintah Pusat dan pemerintah 
daerah, masyarakat sipil, kalangan 
akademis, komunitas internasional, dan 
sektor swasta.

l Mendukung wacana kebijakan publik 
dan swasta yang inklusif mengenai 
strategi penanggulangan kemiskinan dan 
ketidakmerataan.

l Memperkuat peran masyarakat sipil 
dalam perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan publik dan swasta. 

Terwujudnya masyarakat 
Indonesia yang bebas dari 
kemiskinan absolut dan 
ketidakmerataan yang tinggi 
melalui penelitian yang 
bertujuan menghasilkan 
strategi, kebijakan, dan aksi 
penanggulangan kemiskinan 
dan ketidakmerataan yang 
berbasis bukti.

TENTANG SMERU

VISI MISI

The SMERU Research Institute adalah sebuah lembaga independen yang 
melakukan studi kebijakan publik dan merupakan lembaga terdepan 

dalam penelitian di bidang kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia. 
Kerja penelitian kami berfokus pada berbagai aspek sosial-ekonomi yang 
sangat penting bagi isu-isu pembangunan kontemporer di Indonesia. Kami 
mengkhususkan diri pada analisis kemiskinan, penelitian kebijakan, dan 
pemantauan dan evaluasi. Ketiga elemen penghasil pengetahuan yang 
saling berhubungan ini diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan 
berbasis bukti yang tepat bagi orang-orang paling miskin dan rentan di 
Indonesia.
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Pemerintah Indonesia telah mencanangkan empat pilar Visi Indonesia 2045, yaitu 
Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta 

Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tatakelola Pemerintahan. Kami melihat peluang bagi 
SMERU, sebagai lembaga penelitian, untuk berkontribusi dalam penegakan keempat pilar 
tersebut. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa dalam melaksanakan tugasnya, perumus 
kebijakan publik di masa depan makin tergantung pada bukti empiris hasil penelitian. Untuk 
itu, diperlukan penguatan kualitas riset di bidang pendidikan dan ekonomi dan perluasan 
diseminasi hasilnya agar sampai kepada pejabat pembuat kebijakan, baik di tingkat 
nasional maupun daerah. SMERU konsisten berkiprah dalam diskursus pemikiran kritis dan 
perumusan kebijakan promasyarakat miskin yang berbasis bukti hasil penelitian. 

Tahun 2019 merupakan tahun perubahan bagi SMERU. Sejak Agustus, Widjajanti Isdijoso, M.Ec.
St., terpilih untuk meneruskan kepemimpinan SMERU menggantikan Dr. Asep Suryahadi. 
Pada saat yang sama, saya mendapat kehormatan untuk menjadi Ketua Pembina Yayasan 
SMERU menggantikan Dr. Syaikhu Usman. Pergantian kepemimpinan SMERU yang berjalan 
mulus menjadi pertanda baik bagi keberlanjutan lembaga penelitian ini. Kepemimpinan baru 
di SMERU diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan dan memperluas jangkauan 
terhadap seluruh pemangku kepentingannya. 

Pada tahun ini  SMERU berduka dengan berpulangnya sosok terpandang, Dr. Joan Hardjono, 
yang hampir dua puluh tahun aktif sebagai Anggota Pembina SMERU. Peran Almarhumah 
Ibu Joan yang selalu menekankan pentingnya penelitian yang berkualitas dan berintegritas, 
memberi kontribusi besar atas capaian SMERU selama ini. Sumbangsih beliau sangat besar 
dalam mengarahkan SMERU menjadi produsen pengetahuan berkualitas seperti saat ini. 
Selamat jalan Ibu Joan dan terima kasih.

Keseluruhan rekam jejak positif SMERU merupakan keberhasilan bersama. Secara khusus, 
kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Asep Suryahadi atas loyalitas, kompetensi, dan 
dedikasinya selama 10 tahun memimpin SMERU. Kami menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Ford Foundation, 
International Labour Organization (ILO), dan World Bank atas segala dukungan yang 
memungkinkan SMERU untuk terus melakukan penelitian. Kami juga menghaturkan terima 
kasih kepada Pemerintah Australia, Pemerintah Inggris, dan Bill & Melinda Gates Foundation 
yang telah mendanai program Research on Improving Systems of Education (RISE). Kepada 
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, bahkan desa yang selama ini ikut menciptakan 
lingkungan kondusif bagi kegiatan penelitian dan pemanfaatan berbagai hasilnya, kami 
sampaikan rasa hormat. SMERU meyakini bahwa proses perumusan kebijakan berbasis bukti 
hasil penelitian merupakan cara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sudarno Sumarto
KETUA

YAYASAN SMERU

Dr. Sudarno Sumarto (Ketua) 
The SMERU Research Institute & 
TNP2K, Jakarta

Dr. Syarif Hidayat  (Wakil Ketua)  
Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, Jakarta

Dr. Syaikhu Usman (Anggota) 
The SMERU Research Institute, 
Jakarta

Gregory Churchill, J.D (Anggota) 
Konsultan hukum & dosen 
(purnatugas)

Dr. Chris Manning (Anggota) 
The Australian National University, 
Canberra, Australia

Dr. Ruth Stella Petrunella Thei  
(Anggota)  
Fakultas Pertanian, Universitas 
Mataram, Lombok

PEMBINA

SAMBUTAN PEMBINA

Dr. Asep Suryahadi    
(Ketua Pengawas)  
The SMERU Research Institute, 
Jakarta

Dr. Ilyas Saad
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Swadaya, Jakarta

Bambang Sulaksono, M.M.  
The SMERU Research Institute 
(purnatugas), Jakarta

PENGAWAS



76

Mukti Mulyana/SMERU

PENASIHAT
Prof. Boediono  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dr. Chris Manning  
The Australian National University, 
Canberra, Australia

Prof. James J. Fox  
The Australian National University, 
Canberra, Australia

Dr. Joan Hardjono  
Peneliti independen, Bandung

Emeritus Prof. Gavin Jones 
The Australian National University, 
Canberra, Australia

Prof. Gustav F. Papanek  
Boston Institute for Developing 
Economies, Boston, Amerika Serikat

Prof. Lant H. Pritchett 
Blavatnik School of Government, 
University of Oxford,  Inggris

Prof. Mohamad Ikhsan  
Universitas Indonesia, Jakarta

Dr. Solita Sarwono  
Konsultan lepas, Wassenaar, Belanda

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.  (Ketua) 
The SMERU Research Institute, Jakarta

Athia Yumna, M.Sc. (Wakil Ketua)  
The SMERU Research Institute, Jakarta

Nuning Akhmadi, M.Sc. (Sekretaris) 
The SMERU Research Institute, Jakarta

Hesti Marsono, M.Sc. (Bendahara) 
The SMERU Research Institute, Jakarta

PENGURUS Pada Agustus 2019, saya diberi kepercayaan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan 
The SMERU Research Institute dari Dr. Asep Suryahadi. Ini merupakan sebuah tugas yang tidak 
mudah mengingat berbagai capaian yang telah diukir SMERU selama periode kepemimpinan 

beliau. Namun, tentunya saya tetap optimistis karena Dr. Asep Suryahadi tetap mendampingi 
sebagai salah satu Peneliti Utama SMERU, dan seluruh staf SMERU tetap berkomitmen penuh untuk 
menjalankan visi dan misi bersama.

Sepanjang 2019, SMERU terus melaksanakan komitmennya untuk berkontribusi dalam penyusunan 
kebijakan dan peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya penyusunan 
kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hasil penelitian. Untuk menjawab kepercayaan yang selama 
ini diberikan oleh berbagai kementerian/lembaga pemerintah dan mitra pembangunan, SMERU 
telah menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain yang terkait isu pembangunan 
perdesaan, pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, pengembangan penghidupan bagi keluarga 
penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pengurangan dan pencegahan kondisi pendek (stunting), 
dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. 

Dengan dukungan Ford Foundation, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian 
Dalam Negeri, dan Knowledge Sector Initiative (KSI)-DFAT, SMERU membantu Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun Indeks 
Pembangunan Ekonomi Inklusif hingga tingkat kabupaten/kota yang dapat dijadikan landasan 
penyusunan kebijakan dan alat untuk memonitor kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Di bidang pendidikan, melalui Program RISE di Indonesia yang didukung oleh RISE Programme, SMERU 
memberikan rekomendasi kebijakan terkait rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kapasitas guru. 
Dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat, SMERU melakukan 
studi untuk mendukung kebijakan penghapusan pekerja anak di sektor pertanian. Dengan dukungan 
Program MAMPU-DFAT, SMERU juga melakukan studi mengenai akses perempuan ke pelayanan publik. 
Selain itu, untuk terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin, SMERU juga 
mulai mengadakan beberapa pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk analis 
kebijakan dari lembaga pemerintah dan akademisi. 

Pada akhir Juli, SMERU kembali menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD), bekerja 
sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sebuah seminar nasional, bekerja sama dengan 
SDGs Center Universitas Padjadjaran. Mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat dalam upaya penurunan kemiskinan merupakan suatu kehormatan bagi kami. 
Pada penghujung tahun, kerja keras seluruh staf dan manajemen SMERU mendapat pengakuan dari 
pemerintah, melalui Kementerian Sosial, dalam bentuk penghargaan yang diberikan atas kontribusi 
dalam keberhasilan implementasi PKH.

Tahun ini menandai berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Strategis SMERU 2015–2019. Beberapa 
catatan tentang keberhasilan dan tantangan selama lima tahun yang telah berjalan menjadi modal 
berharga bagi SMERU dalam penyusunan Rencana Strategis SMERU 2020–2024, yang diarahkan 
untuk terus memperkuat kontribusi SMERU dalam pencapaian pembangunan yang lebih merata dan 
berpihak pada masyarakat miskin dan rentan. 

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh staf dan dukungan dari semua 
mitra SMERU, yang memungkinkan tercapainya semua prestasi tersebut. Saya juga menyampaikan 
terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dengan memohon restu Tuhan Yang Maha 
Esa dan dukungan penuh seluruh staf SMERU, saya akan berupaya sebaik mungkin untuk menjalankan 
amanah ini. Bersama kita akan dapat mewujudkan visi SMERU, yakni mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan di Indonesia.

Widjajanti Isdijoso
DIREKTUR

SAMBUTAN MANAJEMEN
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Sistem pendidikan Indonesia mengalami 
tantangan besar berupa krisis pembelajaran. 
Hal tersebut, antara lain dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor, yaitu perekrutan, penempatan, 
dan kompetensi guru yang belum merata; serta 
masih timpangnya tingkat pemahaman siswa 
terhadap pembelajaran dasar. Situasi-situasi 
inilah yang melatari SMERU untuk tetap menaruh 
perhatian besar pada isu pendidikan.

Kajian SMERU di bidang pendidikan yang berada 
di bawah payung Program RISE di Indonesia terdiri 
dalam dua ranah, yaitu kajian terkait reformasi 
guru di tingkat nasional dan kebijakan-kebijakan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Program 
RISE di Indonesia dikelola oleh SMERU bersama 
Amsterdam Institute for Global Health and 
Development (AIGHD) dan Mathematica, melalui 
pendanaan DFID UK, DFAT Australia, dan Bill & 
Melinda Gates Foundation. 

Sepanjang tahun 2019, Program RISE di Indonesia 
mencatat sejumlah temuan penting. Pertama, 
penelitian tentang Program Profesi Guru (PPG) 
menunjukkan bahwa aspek penguasaan materi 
pengajaran literasi dan numerasi yang didapatkan 
dari PPG Prajabatan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) masih rendah. Kemudian, PPG yang 
dilakukan bersamaan dengan kuliah lebih efektif 
bagi mahasiswa program kependidikan karena 
dapat mengintegrasikan ilmu dari perkuliahan 
dengan materi PPG. Selain itu, PPG tersebut 
dapat dilakukan kurang dari satu tahun agar 
lebih efisien. Kedua, hasil asesmen cepat PPDB 
SMP menunjukkan bahwa peralihan Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis nilai menjadi 
berbasis jarak membuat lebih banyak siswa 
berkemampuan rendah masuk ke sekolah negeri. 

Sebelum kebijakan zonasi, siswa tersebut biasanya 
masuk ke sekolah swasta yang memiliki sumber 
daya lebih sedikit daripada sekolah negeri pada 
umumnya.

Selain melalui Program RISE, SMERU juga 
melakukan beberapa kajian di bidang Pendidikan 
yang lain, yaitu evaluasi program Global School 
Leaders yang didukung Tanoto Foundation, 
serta kajian Penyelenggaraan Sekolah untuk 
Anak Pesisir Pantai di Jakarta dan Kajian 
Penyelenggaraan SMP Terbuka di Jakarta 
dengan dukungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 
Hasil evaluasi program Global School Leaders 
menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak 
menyadari rendahnya kualitas pengajaran guru-
guru di sekolah. Hal ini disinyalir disebabkan 
kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang 
konsep mengajar efektif. Konsekuensinya, kepala 
sekolah tidak memperbaiki teknik mengajar guru 
sehingga guru di sekolah tidak mengajar dengan 
efektif dan kemampuan siswa tidak meningkat. 
Sementara itu, kajian mengenai sekolah anak 
pesisir pantai dan kajian penyelenggaraan SMP 
terbuka memperlihatkan masih perlunya upaya 
afirmasi untuk meningkatkan akses anak-anak 
keluarga miskin ke pendidikan yang berkualitas. 

SMERU berkomitmen untuk melakukan kajian 
pendidikan di tahun-tahun berikutnya dengan 
membuka peluang kolaborasi yang lebih luas lagi, 
baik dengan donor, pemerintah daerah,  maupun 
pihak swasta. Hal ini dilakukan agar peningkatan 
sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada 
kajian berbasis bukti yang berkualitas.

MENGURAI MASALAH KRISIS 
PEMBELAJARAN DI INDONESIA

Kredit foto: Novita Eka Syaputri/SMERU

Penelitian tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan menunjukkan bahwa penguasaan guru atas materi 
pengajaran literasi dan numerasi yang didapatkan dari PPG Prajabatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 
masih rendah.

[Lokasi: Way Kanan, Lampung]

KEGIATAN UTAMA

SOROTAN PENELITIAN
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Kredit foto: Ari Ratna/SMERU

Anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau 20 kali lebih mungkin terpapar pestisida jika dibandingkan 
dengan mereka yang tidak bekerja.

[Lokasi: Jember, Jawa Timur]

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 
menunjukkan bahwa pada 2009 sekitar 1,7 
juta anak berusia 5-17 tahun merupakan 

pekerja anak, dan 58% di antaranya bekerja di 
sektor pertanian. Pada 2019, SMERU setidaknya 
melaksanakan tiga penelitian yang berkaitan 
dengan isu pekerja anak di perkebunan tembakau. 
Penelitian tersebut merupakan kerja sama dengan 
Yayasan ECLT, International Labor Organization 
(ILO), dan Philip Morris Internasional (PMI).

Penelitian pertama berjudul “Studi Baseline 
tentang Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau” 
yang didukung oleh ECLT. Studi ini bertujuan 
untuk melihat situasi pekerja anak sebelum 
pelaksanaan program Kemitraan Strategis 
untuk Menanggulangi Pekerja Anak di 
Pertanian di Indonesia (KESEMPATAN). Program 
KESEMPATAN ini disusun sebagai tindak lanjut 
dari “Studi Diagnostik Pekerja Anak di Perkebunan 
Tembakau” yang dilakukan pada 2016. Selain 
mengukur prevalensi pekerja anak di perkebunan 
tembakau, studi baseline yang dilakukan pada 
2019 ini juga mempelajari rancangan dan 
rencana program. Berdasarkan hasil studi ini, 
disusun saran-saran untuk perbaikan rancangan 
program. Studi ini direncanakan sebagai bagian 
dari studi longitudinal sepanjang 2019–2021, yang 
diharapkan dapat memberi pembelajaran tentang 
upaya penghapusan pekerja anak di perkebunan 
tembakau.  

Penelitian kedua mendapat dukungan dari ILO, 
dan bertujuan untuk mengukur risiko dan bahaya 
yang dihadapi anak yang bekerja di perkebunan 
tembakau di Indonesia. Meskipun hasil sementara 
studi ini menemukan bahwa risiko yang diterima 
pekerja anak 0.6 kali lebih rendah daripada 
petani/buruh tani dewasa, mereka tetap rentan 
terhadap kondisi berbahaya paparan pestisida 
dan nikotin dari daun tembakau, serta debu dan 
panas. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat 
masih permisif terhadap anak-anak yang bekerja 

di perkebunan tembakau, meskipun pemerintah, 
petugas kesehatan, dan perusahaan tembakau 
telah menyampaikan larangan adanya pekerja 
anak di perkebunan tembakau. Masyarakat masih 
belum menyadari bahaya yang dihadapi pekerja 
anak tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini 
dilakukan pengukuran keterpaparan panas dan 
debu, serta kandungan pestisida dan nikotin pada 
anak yang bekerja di perkebunan tembakau. 

Penelitian yang ketiga secara khusus juga 
melihat penggunaan alat pelindung diri (APD) di 
perkebunan tembakau, selain melihat keterlibatan 
pekerja anak. Studi pemantauan dan verifikasi 
eksternal dampak Program Agricultural Labor 
Practices (ALP) PMI di Indonesia ini menemukan 
bahwa hanya sebagian petani tembakau telah 
menyadari bahaya penggunaan pestisida dan 
menggunakan APD. Meskipun cukup banyak 
petani yang memahami perlunya menggunakan 
APD, sebagian memilih untuk tidak menggunakan 
APD karena merasa tidak nyaman. Petani yang 
tidak bermitra dengan perusahaan tembakau 
multinasional memiliki tingkat kesadaran akan 
bahaya pestisida yang jauh lebih rendah daripada 
petani mitra. Namun, jumlah petani yang bermitra 
jauh lebih sedikit daripada petani yang tidak 
bermitra. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih 
menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran akan 
bahaya pestisida dan pentingnya penggunaan APD 
bagi para petani tembakau yang tidak bermitra.

Ketiga hasil studi SMERU tersebut telah dipaparkan 
kepada para pemangku kepentingan–baik 
pemerintah maupun nonpemerintah–dalam 
berbagai kesempatan. Rekomendasi dari studi 
yang pertama dan kedua akan menjadi masukan 
dalam penyusunan program upaya penghapusan 
pekerja anak di perkebunan tembakau. Sementara 
itu, rekomendasi dari studi yang ketiga digunakan 
sebagai masukan untuk penyempurnaan program 
ALP di Indonesia.

MENGATASI PERSOALAN PEKERJA 
ANAK DI USAHA PERTANIAN
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Kredit foto: Ridho Al Izzati/SMERU

Di antara faktor yang berpengaruh terhadap penurunan stunting adalah meningkatnya pendidikan orang tua, 
kesejahteraan masyarakat, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

[Lokasi: Tasikmalaya, Jawa Barat]

Saat ini Indonesia masih menghadapi 
sejumlah persoalan terkait status gizi 
dan ketahanan pangan. Meski hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa 
prevalensi kondisi pendek (stunting) di Indonesia 
menurun, dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% 
pada 2018, angka tersebut masih jauh di atas batas 
toleransi yang ditetapkan WHO, yaitu 20,0%. Selain 
itu, Indonesia juga menghadapi persoalan kondisi 
kurus (wasting) pada balita dan kecenderungan 
meningkatnya prevalensi kondisi berat badan 
berlebih (overweight). 

SMERU juga menaruh perhatian yang amat serius 
terhadap persoalan terkait ketahanan pangan dan 
gizi. Dalam dua tahun terakhir, SMERU melakukan 
tiga penelitian terkait  gizi dan ketahanan pangan 
dengan suduAt pandang, cakupan, dan bentuk 
kerja sama yang beragam. 

Pertama, bekerja sama dengan World Food 
Program (WFP), SMERU melakukan “Pemutakhiran 
Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di 
Indonesia”. Studi ini merupakan pembaruan dari 
dokumen serupa yang disusun SMERU bersama 
WFP pada 2014. Kajian ini menunjukkan bahwa 
peningkatan produksi bahan pangan dalam 
negeri, khususnya bahan pangan sumber protein, 
buah dan sayuran, masih perlu ditingkatkan. 
Masyarakat Indonesia juga mengalami triple 
burden of malnutrition–kurang gizi, kelebihan 
kalori, dan kekurangan mikronutrien–karena 
kelebihan karbohidrat dan gula, serta kekurangan 
gizi mikro, sayuran dan buah-buahan. Khusus 
untuk menurunkan prevalensi stunting, sejak 2017 
Pemerintah telah berupaya untuk melakukan 
penajaman program, tetapi upaya ini belum efektif 
karena lemahnya koordinasi antarlembaga dan 
masih rendahnya pemahaman tentang faktor yang 
memengaruhi stunting.  

Kedua, SMERU melakukan “Analisis Pengeluaran 
Publik untuk Penanggulangan Stunting di 
Tingkat Daerah: Faktor-faktor yang Memengaruhi 
Variasi Tingkat Stunting di Enam Kabupaten/
Kota di Indonesia.” Studi yang dilakukan bersama 
Bank Dunia ini menemukan bahwa variasi 
belanja daerah tidak cukup untuk menjelaskan 
perbedaan prevalensi stunting di wilayah yang 
diteliti. Penanggulangan stunting menghadapi 
sejumlah tantangan terkait kapasitas pemerintah 
daerah dalam perencanaan, penganggaran, 
implementasi, monitoring dan evaluasi program, 
serta koordinasi lintas aktor dan sektor.

Terakhir adalah studi yang dilakukan oleh SMERU 
bersama Bank Dunia dan Yayasan Tanoto untuk 
mencoba penggunaan Metode Small Area 
Estimation (SAE) dalam pembuatan peta status 
gizi di lima kabupaten. Hasil estimasi menunjukkan 
bahwa model SAE terbukti mampu mengestimasi 
prevalensi stunting hingga tingkat desa. Dalam 
studi ini juga dilakukan verifikasi melalui sensus 
antropometri balita di tiga desa di masing-masing 
kabupaten, yang memperlihatkan bahwa di antara 
faktor yang berpengaruh terhadap penurunan 
stunting adalah meningkatnya pendidikan orang 
tua, kesejahteraan masyarakat, dan akses terhadap 
air bersih dan sanitasi yang layak. 

Dari ketiga studi tersebut, diperoleh gambaran 
mengenai tantangan perbaikan ketahanan 
pangan dan gizi di tingkat nasional, daerah, 
dan masyarakat. Hasil-hasil studi ini akan 
didiseminasikan secara lebih luas pada 2020 
dan dijadikan masukan untuk penyempurnaan 
kebijakan terkait. Pengalaman SMERU bekerja 
sama dengan Yayasan Tanoto juga menunjukkan 
ketertarikan dan kebutuhan sektor swasta dalam 
negeri untuk menggunakan bukti-bukti berbasis 
penelitian dalam rangka meningkatkan efektivitas 
bantuan yang diberikan sektor swasta kepada 
pemerintah daerah dan masyarakat.

MEMAHAMI PERMASALAHAN GIZI 
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

KEGIATAN UTAMA
Kegiatan Utama Kami
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Isu perlindungan sosial tetap menjadi perhatian 
The SMERU Research Institute sepanjang 2019. 
Terdapat setidaknya tiga studi terkait isu tersebut 

yang disampaikan pada berbagai kesempatan, 
baik dalam forum akademis maupun forum diskusi 
kebijakan.

Studi pertama adalah “Rapid Assessment 
under Unideal Situation-The Impact of the 
Indonesian National Health Insurance on 
Poverty: A Microsimulation” yang dipaparkan 
Goldy Fariz Dharmawan dalam The Indonesian 
Health Economics Association (InaHEA) Annual 
Scientific Meeting pada 6 November 2019 di Bali. 
Studi ini bertujuan melihat risiko yang dihadapi 
masyarakat miskin jika mereka tidak memiliki 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan 
hasil simulasi, JKN mampu menolong sekitar 1,18 
juta orang keluar dari kemiskinan. Hasil simulasi 
ini juga menunjukkan bahwa tanpa JKN sebagian 
masyarakat miskin harus mengeluarkan uang 
pribadi ketika mengakses layanan kesehatan. 
Besaran pengeluaran tersebut bahkan dapat 
mencapai 12,3 juta rupiah.

Studi kedua adalah “The Effectiveness of Cash 
Transfer in Reducing Poverty and Inequality: 
Evidence from Two Programs in Indonesia” yang 
dilakukan oleh Niken Kusumawardahani, Ridho 
Al Izzati, dan Asep Suryahadi. Studi ini bertujuan 
melihat dampak program bantuan tunai bersyarat 
pada kemiskinan. Hasil studi ini menunjukkan 
bahwa program-program perlindungan sosial, 
seperti PKH, berkontribusi terhadap penurunan 
tingkat kemiskinan tetapi tidak secara signifikan 
menurunkan ketimpangan. Hasil studi ini 
disampaikan dalam Forum Kajian Pembangunan 
(FKP) 2019 yang diselenggarakan The SMERU 
Research Institute di Jakarta.

Studi ketiga adalah studi tentang penghidupan 
rumah tangga penerima manfaat Program 
Keluarga Harapan (PKH). Studi ini merupakan 
kerja sama antara The SMERU Research 
Institute, Menuju Masyarakat Indonesia yang 
Kokoh Sejahtera (MAHKOTA), dan Kementerian 
Sosial (Kemensos) yang hasilnya secara resmi 
diluncurkan pada 13 Februari 2020 di Jakarta. 
Hasil studi ini menunjukkan bahwa meski PKH 
telah memberikan pemasukan tambahan bagi 
rumah tangga miskin, pemerintah masih perlu 
merancang sebuah sistem yang komprehensif 
dan terpadu untuk mengembangkan strategi 
penghidupan rumah tangga miskin dan 
mengurangi ketergantungan mereka pada 
bantuan PKH. Laporan studi ini dilengkapi dengan 
pilihan intervensi yang dapat dimanfaatkan 
pemerintah. 

Pada November 2019, The SMERU Research 
Institute mendapat penghargaan dari Kemensos 
sebagai salah satu pemangku kepentingan 
yang berkontribusi terhadap keberhasilan PKH. 
Penghargaan tersebut disampaikan langsung 
oleh Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, pada 
malam puncak penganugerahan PKH 2019.

Studi-studi di atas menunjukkan bahwa penelitian 
yang berkualitas sangat diperlukan untuk 
memahami manfaat program perlindungan 
sosial dan dampaknya, terutama pada masyarakat 
miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah masih 
perlu mengembangkan sistem perlindungan 
sosial yang komprehensif dan terintegrasi dengan 
program penghidupan yang berkelanjutan agar 
masyarakat miskin dan rentan dapat lebih berdaya 
secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada 
bantuan sosial.

MENDUKUNG PENYEMPURNAAN 
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

KEGIATAN UTAMA

Kredit foto: SMERU

Pemerintah masih perlu mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi dengan 
program penghidupan yang berkelanjutan agar masyarakat miskin dan rentan dapat lebih berdaya secara ekonomi 
dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

[Lokasi: Cianjur, Jawa Barat]
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga 
di angka 5%–6% per tahun selama sepuluh 
tahun terakhir. Angka kemiskinan terus 

turun dari 14,2% pada 2009 menjadi 9,41% pada 
2019. Meski pertumbuhan ekonomi mampu 
menurunkan kemiskinan, ketimpangan memiliki 
tren yang stagnan di angka 0,38–0,41. 

Kondisi ketimpangan yang stagnan di angka 
relatif tinggi tersebut mengindikasikan bahwa 
tidak semua kelompok masyarakat menikmati 
pertumbuhan ekonomi yang sama. Kelompok 
masyarakat kelas menengah ke atas tumbuh lebih 
cepat daripada masyarakat kelas bawah. Hal yang 
tidak diharapkan dari tingginya ketimpangan 
adalah risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi 
yang berpengaruh pada melemahnya kemampuan 
suatu wilayah dalam menurunkan kemiskinan. 

Salah satu situasi tersebut tergambar dari kajian 
diagnostik kemiskinan yang dilakukan SMERU di 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). 
Studi tersebut diselenggarakan atas dukungan 
Knowledge Sector Initiative (KSI) di bawah payung 
nota kesepahaman (MoU) antara SMERU dan 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
(Balitbangda) Kabupaten Pangkep. Kajian ini 
memberi perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi di Kabupaten Pangkep tidak diikuti 
dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Wilayah 
yang kegiatan ekonominya masih bergantung pada 
sumber daya alam ekstraktif rentan terhadap kondisi 
tersebut terutama karena kegiatan ekonominya 
lebih padat modal ketimbang padat tenaga kerja.

Keterlibatan berbagai komponen masyarakat 
diperlukan untuk mengakselerasi penurunan 
kemiskinan. Dengan kata lain, pemerintah perlu 
mendorong lahirnya kebijakan pembangunan 
ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas 
akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan 
masyarakat, terutama warga miskin dan mereka 
yang selama ini terpinggirkan, untuk terlibat dan 
merasakan manfaat pembangunan. Dengan 

demikian, kesenjangan antarkelompok dan 
antarwilayah dapat segera berkurang.  

Selain itu, SMERU juga terus memberikan dukungan 
untuk pemanfaatan Indeks Pembangunan Ekonomi 
Inklusif (IPEI) yang telah dibangun bersama Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
sejak 2017. Pada 2019, dilakukan serangkaian kajian 
dan diskusi mengenai pemanfaatan IPEI untuk 
meningkatkan inklusifitas pembangunan dengan 
tujuh pemerintah provinsi: Aceh, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bali, 
Banten, dan Jawa Barat. Pada diskusi tersebut, 
selain membahas pilar dan indkator IPEI di tingkat 
provinsi, juga didiskusikan IPEI di tingkat kabupaten/
kota di masing-masing provinsi. Penyusunan 
IPEI hingga tingkat kabupaten/kota tersebut 
merupakan kelanjutan dari kerja sama dengan 
Bappenas dengan dukungan Direktorat Jenderal 
Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam 
negeri dan Ford Foundation. Dengan adanya IPEI 
di tingkat kabupaten/kota, baik pemerintah daerah, 
akademisi, maupun masyarakat memiliki satu alat 
rujukan tambahan untuk mengidentifikasi berbagai 
indikator pembangunan yang perlu ditingkatkan 
agar pembangunan ekonomi di suatu wilayah 
menjadi lebih inklusif. 

Di Jawa Barat, berdasarkan hasil kajian IPEI 
dan kemiskinan dilakukan diskusi kebijakan 
dalam bentuk Forum Pembangunan Daerah 
(FPD) yang bertajuk “Pembangunan Ekonomi 
Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang 
Berkelanjutan”. Forum yang diselenggarakan 
pada Juli 2019 ini dihadiri oleh sebagian besar 
perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Barat dan menjadi ajang pertukaran pengetahuan, 
tidak hanya antarpemerintah daerah, tetapi juga 
di antarakademisi dan antarwakil organisasi 
masyarakat. Di tingkat nasional, hasil kajian IPEI 
di berbagai daerah ini juga dijadikan bahan 
penyusunan Peta Jalan Menuju Pertumbuhan 
Ekonomi Inklusif di Indonesia, yang merupakan 
studi Background RPJMN 2020–2024 dan disusun 
bersama Bappenas dengan dukungan KSI.

PERSPEKTIF INKLUSIF UNTUK 
MEWUJUDKAN PENURUNAN 
KEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN

KEGIATAN UTAMA

Kredit foto: Mukti Mulyana/SMERU

Pemerintah perlu mendorong lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas 
akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga miskin dan mereka yang selama ini 
terpinggirkan, untuk terlibat dan merasakan manfaat pembangunan.

[Lokasi: Jakarta]
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SOROTAN NONPENELITIAN
Bincang Media: 

Pertumbuhan 
Ekonomi Digital 

yang Berkualitas

Forum 
Pembangunan 

Daerah 

Pelatihan Analisis 
Kebijakan 

Penanggulangan 
Kemiskinan 

The 12th Asia 
Pacific Future 
Trends Forum 

(FTF)  

SMERU menyelenggarakan bincang-bincang media bertajuk 
“Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkualitas” pada 
15 Agustus 2019. Acara ini menghadirkan pembicara dari 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 
Gojek, dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Indonesia, serta mengundang jurnalis 
dari berbagai media. Acara ini bertujuan menyebarluaskan 
diskursus pertumbuhan ekonomi digital yang berkualitas 
pada era revolusi digital.

SMERU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
dalam menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah 
(FPD) yang mengangkat tema “Pembangunan Ekonomi 
Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di 
Jawa Barat” pada 30 Juli 2019. Acara ini didukung oleh DFAT–
Kedutaan Besar Australia, KSI, Ford Foundation, Kementerian 
Dalam Negeri, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Telkom 
Indonesia. 

SMERU bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara 
(LAN), Knowledge Sector Initiative (KSI), dan Asosisasi Analis 
Kebijakan Indonesia (AAKI) menyelenggarakan Pelatihan 
Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta 
pada 3–5 Desember 2019. Peserta kegiatan ini berasal dari 
kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN. Pelatihan 
ini menawarkan pemahaman dasar terkait konteks, konsep, 
dan teknik dasar analisis kebijakan penanggulangan 
kemiskinan berbasis bukti. 

Pada 21 November 2019, SMERU menjadi mitra penyelenggara 
The 12th Asia Pacific Future Trends Forum (FTF), sebuah 
forum tahunan yang mempertemukan para pemangku 
kepentingan utama bidang kesehatan di kawasan Asia 
Pasifik untuk membahas berbagai masalah yang menjadi 
perhatian umum dalam sistem perawatan kesehatan. FTF 
2019 mengangkat tema “Roadmap to Universal Health Care: 
Acceleration through Public-Private Partnership”.
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DATA & INFORMASI

Pangkalan Data 
Regional

Pangkalan Data 
Ornop

Peta Kemiskinan

Peta Status Gizi di Indonesia

Indeks Pembangunan 
Ekonomi Inklusif

POVERTY MAPPOVERTYwww.povertymap.smeru.or.id

www.smeru.or.id/nutmap/

http://inklusif.bappenas.go.id/

www.smeru.or.id/id/ngo/contactwww.smeru.or.id/id/data-
informasi/pangkalan-data-
regional
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YAYASAN SMERU
Laporan Arus Kas per 31 Desember 2019 dan 2018

LAPORAN KEUANGAN 2018 & 2019

YAYASAN SMERU
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 dan 2018
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Mengenang Dr. Joan Hardjono
Dr. Joan Hardjono adalah intelektual yang berpengaruh dalam 
penelitian kebijakan dan telah ikut memantapkan standar penelitian 
sosial-ekonomi yang berkualitas. Joan mewariskan semangatnya 
kepada kita untuk terus mengabdi melalui pekerjaan penelitian. 
Menurut Joan, hanya dengan berinvestasi dalam penelitian yang 
cermat kita dapat memastikan kesinambungan antara penelitian, 
saran kebijakan, dan strategi pelaksanaannya. Hasil kerjanya telah 
menginspirasi banyak akademisi untuk melakukan penelitian sosial-
ekonomi secara empiris dan kritis tentang cara menanggulangi 
kemiskinan dan berbagai permasalahan masyarakat tanpa 
melupakan keberagaman dan kapasitas Indonesia.

Joan bukan hanya seorang peneliti yang luar biasa, tetapi juga 
seorang mentor yang selalu punya waktu untuk memberikan 
umpan balik substantif pada pekerjaan dan pertumbuhan 
profesional staf SMERU. Kesabaran, kecerdasan, dan dedikasinya 
membantu membimbing SMERU untuk menjadi salah satu 
lembaga penelitian kebijakan Indonesia yang terkemuka dalam hal 
kualitas dan integritas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dr. Joan 
Hardjono
1936–2019
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